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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap dokter dengan 

berpegang pada Pasal  359 KUHP juncto Pasal 361 KUHP. Perawat yang 

turut melakukan kesalahan dalam menjalankan profesi dalam fungsi 

dependen justru tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh majelis 

hakim. Seharusnya perawat bertanggungjawab secara pidana terhadap  

kesalahannya dalam menjalankan profesi dalam fungsi dependen. 

Pertanggungjawabann pidana tersebut diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: setiap 

Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan 

Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun; Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

B. Saran  

Dalam penegakan hukum khususnya dibidang medis seharusnya majelis 

hakim berpegang pada aturan yang mengatur ketentuan keperawatan. Perawat 

seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas adanya kesalahan 
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tindakan medis yang dilakukannya kepada klien yang menyebabkan kematian 

kepada klien. Pertanggungjawaban pidana itu telah diatur dalam Pasal 84 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  
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